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PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-
PHI/2025/PN Yyk perjanjian kerja antara Hepi Puspitasari dengan Griya
Persada Convention Hotel masih kurang dalam hal pertimbangan karena
hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 melainkan
masih ada aturan lainnya yang mengatur terkait aturan PKWT yang dapat
memperkuat pertimbangan hakim dalam putusan yang dibuat. Putusan
yang dikatakan sesuai ini karena melihat status Hepi Puspitasari sebagai
pekerja yang seharusnya mendapatkan PKWTT bukan PKWT karena
melihat berdasarkan jenis pekerjaannya yang tidak termasuk dalam jenis
pekerjaan PKWT yang diatur dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003. Pemberian pesangon yang harus dibayarkan
Griya Persada Hotel dengan Hepi Puspitasari sudah sesuai dengan aturan
yang ada terkait pesangon selama bekerja sesuai dengan aturan Pasal 156

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
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B. Saran
1. Saran kepada perusahaan
Perusahaan dalam melaksanakan hubungan kerja yang dilakukan
antara perusahaan dengan karyawan, perusahaan wajib mematuhi
dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta mampu mengkategorikan atau membedakan jenis
pekerjaan antara PKWT dan PKWTT serta memahami apa saja hak
yang didapatkan oleh pekerja sesuai dengan status kerja yang
diberikan.
2. Saran untuk pengadilan
Hakim dalam menangani suatu perkara harus berlandaskan
undang-undang yang relevan dan berlaku maka untuk itu agar dalam
pertimbangan hakim memberikan putusan harus dilakukan dengan
cermat dan paham akan hubungan suatu perkara dengan aturan pasal
yang mengatur didalamnya.
3. Saran untuk pekerja
Pekerja harus memperjuangkan hak yang mereka dapat sesuai
dengan status kerja yang diberikan dalam perusahaan, pekerja juga
harus memastikan untuk mendapatkan kepastian status kerja sebelum

memulai bekerja yang diberikan oleh perusahaan.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk

MENGADILI:
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat
adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

3. Menyatakan Surat PHK Nomor 001/PHK/HRD-GPK/X/2024 dari Tergugat
kepada Penggugat tidak sah;

4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat

sejak putusan dibacakan;

5. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa
kerja dan upah proses dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon 1 x 8 x Rp3.000.000,00 = Rp24.000.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 1x3xRp3.000.000,00 = Rp 9.000.000,00
- Upah Proses 6 x Rp3.000.000,00 = Rp18.000.000.00
Total = Rp51.000.000,00

(lima puluh satu juta rupiah)
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp115.000,00
(seratus lima belas ribu rupiah);
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7. Menolak gugatan Penggugat selain selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari
Kamis, tanggal 31 Juli 2025, oleh kami, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H.,
M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maya Rieske J Rumambi, S.H., M.H. dan Aji,
S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Yogyakarta Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk tanggal 10 Juni 2025,
putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025, diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota tersebut, Suryono Nugroho, S.H, Panitera Pengganti
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah
dikirim secara elektrionik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.



Gambar 2.Wawancara Hakim Penyelesaian Hubungan Industrial
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